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MURRAY PRINT (1999; 2000)

• “civic education” yang mencakup kajian tentang 
pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung 
jawab warga negara.

• “citizenship education” : cakupan dan penekanan kajian 
meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga 
negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society 
(masyarakat warga).  

• Kajian PKN meliputi: hak-hak dan tanggung jawab warga 
negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah 
dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan rule of 
law; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; 
prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara 
dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan 
nilai-nilai kewarganegaraan demokratis. 



John Patrick (1999)

• (1) knowledge of citizenship and government 
in democracy (civic knowledge); 

• (2) cognitive skills of democratic citizenship 
(cognitive civic skills); 

• (3) participatory skills of democratic 
citizenship (participatory civic skills);  dan 

• (4) virtues and dispositions of democratic 
citizenship (civic dispositions). 



John Patrick (1999)

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN 
PEMERINTAHAN

• (1) demokrasi perwakilan (representative democracy); 

• (2) konstitusionalisme;

• (3) hak asasi (liberalisme); 

• (4) kewarganegaraan (citizenship); 

• (5) masyarakat kewargaan (civil society); 

• (6) ekonomi pasar (free and open economic system); 
dan,

• (7) tipe-tipe isu publik. 



(IEA, 1999)



Nu’man Somantri (2001)

Pendidikan kewarganegaraan sebagai hasil: seleksi dan 
adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu 
kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan 
dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 
secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah 
satu tujuan Pendidikan IPS. 

Mengikuti Barr, Barth dan Shermis (1977: 59-67) PKn sbg 
salah satu dari tiga tradisi pengajaran social studies 
yaitu: (1) social studies taught as citizenship 
transmission; (2) social studies taught as social science; 
dan, (3) social studies taught as reflective inquiry. 



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

• 1958-1965
• KEWARGAAN, CIVICS
• MATERI: TUJUH BAHAN POKOK INDOKTRINASI
1. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 “Lahirnya Pancasila”
2. UUD 1945 beserta penjelasannya
3. Manifesto Politik beserta Perinciannya dari DPA
4. Pidato Presiden 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan  nama 

“Djarek,” beserta perinciannya dari DPA
5. Pidato Presiden di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 Septmber 

1960 beserta perinciannya dari DPA
6. Penjelasan Manipol dan USDEK rangkaian pidato radio Ketua 

Panitia Pembina Djiwa Revolusi Roeslan Abdulgani
7. Amanat Pembangunan Presiden pada Sidang Depernas 28 Agustus 

1959 beserta buku Ringkasan Pembangunan Semesta



Tujuan pendidikan

• ...melahirkan warga-negara-warga-negara Indonesia 
jang berdjiwa Pantjasila jalah:

(a) ke-Tuhanan Jang Maha Esa
(b) Perikemanusiaan jang adil dan beradab
(c) Kebangsaan
(d) Kerakjatan
(e) Keadilan Sosial
jang berdjiwa patriot komplit, supaja melahirkan tenaga-

tenaga kedjuruan jang ahli dan berdjiwa Revolusi 
Agustus 1945, suatu politik dan sistim pendidikan jang 
menitik-beratkan pada pendidikan kedjuruan.



Empat Aliran PKn

Aspek-aspek

Pendidikan 
Kewarganegaran 

Liberal

Pendidikan 
Kewarganegaran 

Majemuk (Diversity)

Pendidikan 
Kewarganegaran Kritis

Pendidikan 
Kewarganegaran 

Republikan
Hakekat 

Manusia

Individual Berafiliasi kepada suatu 

kelompok sosial

Individu yang di-juxtaposed 

dengan individu-individu fan 

kelompok-kelompok lainnya

Berafiliasi kepada 

bangsa/negara

Hakekat 

Masyarakat

Suatu kumpulan 

individu-individu

Suatu kumpulan kelompok 

sosial

Suatu realitas di mana struktur 

kekuasaan memelihara 

memelihara penindasan 

(oppression)

Bangsa secara keseluruhan 

adalah lebih worth daripada 

jumlah bagian-bagiannya

Persepsi 

Pengetahuan

Menekankan 

pengetahuan yang 

bertujuan membantu 

tindakan individu di 

ruang publik 

Menekankan pengetahuan yang 

bertujuan kelompok-kelompok 

sosial bertindak dalam ruang 

publik

Suatu alat di tangan para 

penindas yang dapat digunakan 

dalam ketertiban (order) untuk 

pertanyaan realitas.

Menekankan pengetahuan 

yang mengacu kepada entitas 

sosial yang lebih besar

Persepsi Sikap Menekankan nilai-nilai 

individualistik

Menekankan nilai-nilai yang 

menghubungkan individu 

dengan kelompok sosial

Dapat dimanipulasi dalam 

perintah (order) untuk 

memelihara realitas sosial

Menekankan nilai-nilai yang 

menghubungkan individu-

invidu dengan entitas sosial 

yang lebih luas/besar

Peran 

Pendidikan

Mengembangkan 

keterampilan-

keterampilan individual

Mengembangkan keterampilan-

keterampilan in order to 

enhance realitas kelompok 

sosial dan tempatnya dalam 

masyarakat

Mengembangkan kemampuan-

kemampuan kritis

Mendukung perasaan 

memiliki kepada entitas 

sosial yang lebih luas/besar

Tujuan 

Normatif 

Pendidikan 

Kewargane-

garaan

Siswa akan 

mengembangkan 

keterampilan esensial 

(penting) untuk 

tindakan sebagai 

partisipasi seorang 

warga negara

Siswa akan memahami langkah-

langkah di mana perbedaan 

kelompok sosial yang 

menyusun masyarakat  dapat 

menerima pengakuan dan 

mengambil bagian dalam 

lapangan nasional.

Siswa akan mengembangkan 

keterampilan analitik 

individualnya yang diperlukan 

dalam ketertiban (order) untuk 

memahami lebih baik realitas 

ketidakadilan dari masyarakat

Siswa harus memiliki  suatu 

perasaan memliki yang 

otentik terhadap negara.



PKN dan Pendidikan Karakter
Fokus

Perbandingan

Pendidikan Karakter Pendidikan Kewarganegaraan

Pokok perhatian

Materi yang 

diajarkan

Memperbaiki orang

Karakter dan nilai-nilai

Memperbaiki pemerintahan

Pengetahuan tentang pemerintah, hukum, dan politik

Nilai-nilai utama Tanggungjawab, hormat terhadap diri pribadi 

dan orang lain, kejujuran, kepedulian, 

keadilan, kerjasama

kebebasan; kesetaraan; hak-hak legal; keadilan; 

partisipasi warganegara; patriotisme; menghormati 

kebhinekaan, kewenangan, kepemilikan dan privasi.

Hal

mengkhawatirkan

Rakyat yang buruk; lunturnya standar moral 

tradisional

Pemerintahan yang buruk; hilangnya kebebasan dan 

hak asasi

Perhatian 

Pengajaran

Penanaman/internalisasi untuk pembentukan 

nilai-nilai pro-sosial 

Menanamkan pengetahuan dan keterampilan 

kewarganegaraan

Fokus Pengajaran Individu-individu; perilaku personal Masyarakat; masalah-masalah sosial

Kawasan 

implementasi dan 

pembelaan

Sangat sering diterapkan di sekolah dasar; 

pendukungnya ialah sekelompok pendidik 

yang beragam yang mencakup kebutuhan 

pendidikan karakter

Sangat sering diterapkan di sekolah menegah pertama 

dan atas; pendukungnya adalah para pendidik social 

studies yang menerima tanggung jawab pendidikan 

kewarganegaraan.

Metode 

pengajaran yang 

dominan

Pengajaran mingguan tentang watak; slogan-

slogan; cerita riwayat hidup (biografi) tokoh 

yang memuat hikmah;

program-program penghargaan

Pengajaran langsung tentang pemerintahan, hukum,dan

politik; diskusi berbasis masalah/ isu publik; 

simulasi/peradilan semu dan kunjungan studi lapangan.



KOMPONEN KOMPETENSI 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

CIVIC  KNOWLEDGE
CIVIC SKILLS
• COGNITIVE SKILLS  
• PARTICIPATORY  SKILLS  
CIVIC DISPOSITIONS
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(1)PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN 
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI

(2)KETERAMPILAN KOGNITIF KEWARGANEGARAAN 
DEMOKRATIS

(3)KETERAMPILAN PARTISIPATORI 
KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

(4)KEBAJIKAN/KEUTAMAAN KARAKTER 
KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

(Patrick, 1999: 33)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG EFEKTIF MEMUAT 
KOMPONEN KOMPETENSI SEBAGAI BERIKUT:

PENGERTIAN DASAR KOMPETENSI 
KEWARGANEGARAAN
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KOMPONEN CIVIC KNOWLEDGE
PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN 
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI

a. Konsep ttg substansi demokrasi

b. Kelangsungan ketegangan yang memunculkan masalah-
masalah publik

c. Konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan 
demokratis

d. Fungsi-fungsi lembaga demokratis

e. Praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan 
peranan warga negara

f. Konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi

g. Sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia
(Patrick, 1999: 34)



Leading citizenship in schools|  
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KETERAMPILAN KOGNITIF KEWARGANEGARAAN 
DEMOKRATIS
a. Mengeidentifikasi dan menjelaskan fenomena atau 

peristiwa-peristiwa kehidupan politik dan warga

b. Menganalisa dan memaparkan  fenomena atau peristiwa-
peristiwa kehidupan politik dan warga

c. Menilai, mengambil posisi, dan membela posisi  atas 
kejadian dan masalah publik

d. Pembuatan keputusan tentang masalah publik

e. Berpikir secara kritis tentang kondisi politik dan kehidupan 
warga

f. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki 
kehidupan politik dan warga 

(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN  CIVIC  SKILLS
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KETERAMPILAN PARTISIPATORI KEWARGANEGARAAN 
DEMOKRATIS
a.Berinteraksi dengan warga negara lainnya untuk 

mendukung kepentingan perseorangan dan 
bersama

b.Memonitor peristiwa dan masalah-masalah 
publik 

c. Mempengaruhi pembuatan keputusan-
keputusan kebijakan tentang masalah-masalah 
publik

d. mengimplementasikan keputusan-keputusan 
kebijakan tentang masalah-masalah publik 

(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN  CIVIC  SKILLS (2)
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KEBAJIKAN/KEUTAMAAN KARAKTER 
KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS
a. Mempromosikan kesejahteraan umum/kebaikan bersama 

masyarakat

b. Mengakui kesetaraan moral dan martabat setiap orang

c. Menghormati dan melindungi  hak-hak yang dimiliki tiap 
orang secara setara

d. Berpartisipasi secara bertanggungjawab dan efektif dalam 
kehidupan politik dan kewargaan

e. Mengambil tanggungjawab pemerintahan 

f. Mengurus diri sendiri dengan menjalankan keutamaan 
kewargaan

g. Mendukung dan memelihara prinsip dan praktik demokrasi
(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN  CIVIC  DISPOSITIONS



KARAKTER PUBLIK WARGA NEGARA

1. Mendukung kebaikan bersama atau kesejahteraan umum
dari masyarakat;

2. Mengakui kesetaraan nilai moral dan martabat
kemanusiaan setiap orang;

3. Menghormati dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh
setiap orang secara sama;

4. Berperan serta secara bertanggung jawab dan efektif
dalam kehidupan politik dan kewargaan;

5. Mengambil tanggung jawab terhadap urusan-urusan
pemerintahan dengan persetujuan orang-orang yang 
diperintah;

6. Menjadi seseorang yang mampu mengatur diri sendiri
dengan menerapkan keutamaan kewargaan (civic virtues).

7. Mendukung dan memelihara prinsip-prinsip dan praktek
demokratis (Hoge,2002).



Karakter Publik & Privat Warga Negara

1. menjadi anggota masyarakat yang independen, 

2. memenuhi tanggung jawab personal 
kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, 

3. menghormati harkat dan martabat kemanusiaan  
tiap individu, 

4. berpartisipasi dalam  urusan-urusan  
kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, 
serta,

5. mengembangkan berfungsinya demokrasi 
konstitusional secara sehat. (Branson, 1999)



Tiga macam karakter warga negara

• sponge citizensmemiliki karakter seperti
massa mengambang, mudah dihasut/mudah 
terbawa arus/tidak punya pendirian teguh

• stone citizens berkarakter tidak mau
melakukan perubahan, cenderung tidak
konstruktif untuk kehidupan demokrasi

• generator citizens  sejalan dengan karakter
warga negara demokratis, artinya mampu
menggerakan dan berpartisipasi aktif sebagai
warga negara dalam sistem politiknya. (Nadine 
dan Clark, 1989 dalam Somantri, 2001: 184-185)

D:/EDITORIAL MI clips/editorial/EDITORIAL Media Indonesia bangsa Pemarah.flv
D:/EDITORIAL MI clips/editorial/EDITORIAL Media Indonesia malas rapat gaya perlente.flv
D:/EDITORIAL MI clips/Warga Indramayu Tuntut Transparasi Dana Pilkades.flv


Model Pedagogis  PKN

• PENDEKATAN TRADISIONAL MENGHASILKAN 
WARGA NEGARA YANG HANYA BERTANGGUNG 
JAWAB SECARA MINIMALIS

• PENDEKATAN AKTIF-PARTISIPATORI PELIBATAN 
WARGA NEGARA DALAM RANAH PUBLIK

• PENDEKATAN NILAI  PEMBENTUKAN WARGA 
NEGARA BEORIENTASI KEADILAN

(Westheimer & Kahne, 2004; Print, 2010)



Tiga Tipe Warga Negara

(Westheimer and Kahne, 2004: 240)



Tipe-tipe Warga Negara
(Banks, 2008: 137)



Tipologi Pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan 
(Print & Smith, 2000:104)



Model Pedagogis PKN di Indonesia

• Kritik terhadap model pembelajaran
PMP/PPKn era Orde Baru

• Materi pembelajaran verbalistik atas nilai-
nilai, cenderung hafalan/kognitif

• Timbul kejenuhan

• Model talk and chalk

• Rentan manipulasi kepentingan rejim politik
yang sedang berkuasamonopoli tafsir
Pancasila



PENDEKATAN PKN INDONESIA

Masa lalu Pembelajaran PMP/PPKn:
• materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik 

atas nilai-nilai moral Pancasila 
• model pembelajarannya cenderung berbentuk 

hafalan/kognitif
• materi pelajarn begitu padat atau luas dan kurang 

praktis dengan alokasi waktu yang terbatas
• para guru umumnya menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaan 
alat peraga sangat minim dan terbatas pada 
pembelajaran model talk dan chalk (hanya ceramah
dan menulis di papan tulis)



PENDEKATAN PKN INDONESIA (2)

Problem Pembelajaran  PKn, kecenderungan 
guru menganggap :

• PKn sekarang cenderung mengedepankan
kajian politik;

• sulit mengembangkan materi
pembelajarannya (selama era PMP/PPKn 
cukup menyampaikan materi nilai/moral);

• materinya sangat padat;

• Kajian Pancasila yang terbatas;



Pembelajaran PKN Kini dan ke Depan

• Berbasis kompetensi

• Metode ilmiah

• Tematik terpadu/tematik

• Aplikatif

• Pengalaman belajar langsung

• Penilaian otentik

• Pelibatan aktif  siswa untuk mencapai seluruh 
komponen kompetensi  hasil pembelajaran  



Main categories of democratic citizenship education curriculum 
(Ahmet Doğanay, 2012:31)



Scope of knowledge for active democratic citizenship education 
curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:32)



Scope of values, attitudes and dispositions for active democratic 
citizenship education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:33)



Scope of skills for active democratic citizenship 
education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:34)






